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ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 
2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang 
menyatakan Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib berpedoman pada Standar 
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP 
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan standar operasional 
prosedur layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
dan Peraturan Pemerintah; 
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Papua tentang Pembentukan Standar Operasional Prosedur Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Papua. 
 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini adalah:  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 1 
Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 
Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang 
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 
Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/TIK.03-Kpt/91/Prov/VI/2020. 

 
Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2020 diatur tentang: 

Menetapkan Tata Cara Pengunggahan Produk Hukum melalui Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Papua. 
 

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 
tanggal 24 Juni 2020. 
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